GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 380 TAHUN 2013
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN INSENTIF PAJAK
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Satuan
Administrasi Manunggal Satu Atap di lingkup Provinsi
Bengkulu, pada Tahun 2012 banyak Kendaraan
Bermotor wajib pajak tidak mendaftar ulang pada
Kantor SAMSAT di Provinsi Bengkulu, sehingga
menyebabkan terjadinya tunggakan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan (SWDKLLJ);

b. bahwa dalam rangka menertibkan kembali kendaraan
bermotor sebagai potensi objek pajak tahun berikutnya
serta untuk mendorong kesadaran wajib pajak untuk
membayar pajak dan meringankan beban masyarakat di
Provinsi Bengkulu, maka sesuai ketentuan Pasal 65
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah, perlu  memberikan
keringanan, pembebasan dan insentif Pajak Daerah
untuk sanksi administrasi berupa tunggakan pokok,
bunga dan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan denda
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Kendaraan
Bermotor;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf
b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur
Bengkulu tentang Tata Cara Pemberian Keringan,
Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah:



Mengingat : 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844});

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);






